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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR & TAHUN 2009
TENTANG

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KAWASAN 7 ULU DAN
SEKITARNYA KECAMATAN SEBERANG ULU I PALEMBANG

DENGAMN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa perkembangan fisik Lota perlu diimbangi derngan optimalisasi nemanfatan

lahan secara optimal dengan tetap menganul prinsip-prinsip proporsionalitas,
kescimbangan lingkungan, efektifitas dan efesiensi, khususnya pada Kawasan 7 Uly
dan sckitarnya di Kecamatan Seberang Ulu [ Palembang;

. bahwa sehubungan dengan huruf a, denganépssatnya tuntutan masyarakat terhadip

pemanfaatan lahan secara lebih optimal di & wasan pusat kota, perlu wenirjeu can
memperbaharui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Palembang Noinor 4
Tahun 1980 tentang Rencana Terperinci Pusat Perdagangan Regional Seberang Uln
Palembang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, peiu

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Teknik Ruang Kot Kawasan 7 Ulu dan
Sekitarnya Kecamatan Seberang Ulu 1 Palemnbang.

. Undang-Undang Numor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 dun

Kotapraja di Suraatera Selatun (i.embaran Megara Rl Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Momor 1821);

. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 ientang Hukum Acare Pidana (L:mbuaran

Negara RI Tahua 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tenteng Benda Cagur Budaya (Lembaran Nea: a

Ri Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34 70);

. Undang-Undang Numor 23 Tahun 1997 temanz Pengelolaan Lingkungan i1 duy

(Lembaran Negava RI Tahun 1¢97 Nomor 68, Tambahan lembuaran Negard Nom i
3699);

. Undang-1"ndang Nomo~ 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedun: (Lenibzan Nega a

RI Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Nogara Nomor 4247);

. Urdang-Undang Nomor 7 Tahun 2094 tertang Sumber Dava Air (Lemuvaran MNegara I'1

Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4377)

. Undang-Undang Nemor 10 Tahan 2004 tentang Pembentukan Peratursn i'or indan (-

undangan Lembzrau Negara RI Tooun 2004 Nomor 53, Tamoahan Lzmbarar Mega.a
Nomor 4389);

. Undang-Undang Noinor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintalian Dacraih {Lembaret,

Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahar Lembaran Negara RI Numor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Ne mor 12 Tahuo 2008
tentang  Perubahan ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teatans Pemerintahn
Daerah (Lembaran Mcgara I Thavn 2008 Nemor 59, Tambahan lembaran Negara Rl
Nomor 4844);

. Undang-Tindang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antwn

Pemerintah Pusat dan Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara RI [abun 2004 Nomor
120, Tamouhan Lembaran Negara INomor 4438):

Undang-Undang Nomn'or 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruarg (i.embaran Negara FI -
Tahun 2007 Nomoi 68, Tambahar [ embaran Negara Nomor 4725):

Peraturan Femerintan Nomor 27 [aun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidara
(Lenibaran Negma RI Tahun 1943 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara T']
Nomor 3258);

. Peratnran Pemerintab Nomor 63 Tehun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Nugara

R1 Tahun 2002 Nomer | : 9, Tambaban |embaran Negara Nomor 4242-
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Feraturan Pemerimah Nomor 36 Tahon 2005 tentang Peraurin Pelaksanaan |ndang-
"Indang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 31 Tahue
2005 Nonior 83, Tambahan Lembaran Negaca Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 lahun 2006 tentang Tatz Cara Peig2ndalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (l.embaran Negara R1 Tahupe 2006
MNomor 96, Tambahan 1 embaran Negéra Rl Momor 4663);

Peraturan Pemerintan Nomor 40 Tahun 2006 tentany Tata Cara Penyusunan Rencana
Peinbangunian Nasiona' (I embaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4664);

. Keputusan Presidcn RI Nomor 32 Tah'w 1990 tentang Pengelolaan K awasan Lindung.

Peraturan Dacrah Kctu Palembang Nomor 8 Tahun 2900 tentang Rencana Tata [uang
Wilyah Kota Palenibang 1999-2007 (Lembaran Naerah Kota Palembang Tahun 200C
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kotz Palembang Nomor 13 Tahuu 2004 teatarg Pembinaan dan
Restribusi Perizinan Bangunan ().embaran Dacrah Kota Palemnkang Tahun 2004
Nomor 29); _

Peraturan Daerah Kcia I'alembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan
Pembinaan Operasional Penyidik Tegawai I¥cgei Sipil (l.emberan Tsaerah Kota
Palembang Tahun 2004 Nomor 31); ' :

Peratcran Daerah Kcta Palembeng Nomor 6 Tahun 2007 tertang Hutan Kota
(Lembaraii Dacrah Kuia Palembang Tahun 2007 Nomor 6);

Peraturan Daerah Foota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urisan Pemerintahan
Kota Palembany (Lembar:n Daerak Kota Palembang 1ahun 2008 Nemor 6);

 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tenting Pembentukan

Susupan Orpanisast dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palemrbang (Lembaran Daeiah
Kota Palembang Tahun 2G08 Nomer Y);

Dengan Persetujuar Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMI. WG
dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAFRAH TENTANG RENCANA TEKNIK RUAL G KOTA
KAWASAN 7 ULU DAN SEKITARNYA KECAMATAN S EBERAMG ULU 1
PALEMBANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimeksud dengan :

Daerah adalah Pemerintan Kota Palembang.

Percrintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang.

Rencana Teknik adalah pengaturan geometris pemetaan ruang yang mengpamberkan
keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya serta keterkaitan dengan
utilitas banounan dan utilitas kota atau kawasan.

Ruang Kota adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara
sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hicup lainaya
melakukan kegiatannya dan memelihasa kelangsungan kehidupannya.



9. Kawasan adalah suatu kesatuan wilayah yang mempunyai satus “ungsi lindung
dan/atau status fungsi budidaya dalam bentuk penggal atau mas jalau dan/ataa biok
lingkungan.

[0. Kawasan Lindung adalah kawasan vane ditetapkan dengan fungs) utzma untuk
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buaian.

11. Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang disekitar bangunan kernilai ounay:
tinggi, situs peutakala dan kawasan dengan batuan geolozi tertentu ya» mempuny ai
maniaat tinggi untuk pengembangzn ilmu pengetahuan.

12. Ruang Terbuka Hijaw/Taman yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang di dalam
kota atau wilayah yang lebih luss, buik dalam bentuk areal memanjaap/jnlur atau
mengelompok, dimana penggunannnya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau
tumbub-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidava.

13, Guais Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah gavis rencana jalan yang
ditetapkan dalam rencana kota.

14, Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak
boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah G873 vang ditetapkan dalam rzncana kota.

15. Garis Sempadan Sungai adalah paris batas luai pengamanan sungai.

16. Koefesien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sasuai
dengan rencana kota.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Kawasun 7 Ulu dan sekitainya dimaksudban sebugai usa-a untuk memberikan
pedoman ferhadap pemaniaatan ruang kotc bagi pemerintah dain masyacakat dalam
Daerah,

Pasal 3

Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertnjuan untuk menats,
mengatur dan melindungi pemanlualan ruang kota agor tetap beriungsi fesuan dengan
peruntukannya.

BAB 111
LiTAK KAWASAN
Pasal 4

(1) Xawasan 7 Ulu dan sekitarnya seluas 61,6 hekiar, dinyatakan dalam peta w.lempir
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturun Daerah ini.

(2) Kawasan 7 Ulu dan sekitaraya ebagaimezna dimaksud pada ayat (1), mempun ai
batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara der gan Sungai Musi.
- Sebelah Felatan d2ngan falan Jenderal A. Yani.
- Sebelah Barat denzan Jalan SH Wardoyo dan Sungai Kenduruan.
- Sebclah Timur dengsn Sungai Aur.

BAB IV
PFPERUNTUKAN
Pasai 5

EKawasan 7 Ulu dan sek:-tarnya terdiri atas 8 (delapan) blok, dengan peruntukan sebaai

berikut :

a, Blok 1 seluas 12,3 hektar dengan peruntukan Cagar Budiya, Rueng Terbuka
[MijawTaman (RTH. perkantoran, perhotelan. perdagangar. jasa dan fasilias
pendukung.



b. Blok I seluas 6.3 hektar dengan permntukan Carar Dudaya, Ruang Terbuks
HijawTaman (RTII), perkantovan, perhotelan, perdagangan, jas: Jan fasilias
pendukung.

¢. Blok 1I seluas 7.5 hektar ceugan peruntukan Ruang Terbuka Hijaw/Taman (RT'T),
perdagangan, jasa, pendidikan dan fasilitas pendnkung.

d. Blok IV seluas 9 0 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijaw lfaniaa (RT.1),
perdaga.gan, juse, pendidikan dan fasilitas pendukung

e. Blok V seluas 4.3 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH),
perdagangan, jase, permukiman dan fasili‘as pendukung,

£ Blok VI seluas 2.1 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (RTH),
perdapangan, perhctelan, jasa dan fasilitas pendukung.

g. Blok VII seiuas i1 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka HijawTaman (RTH).
permukiman dan fasilitas pencukung.

h. Blok VIII seluas 8,1 hektar denzan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (R7TH),
permukiman dan fas:litas pendukung.

BARY

PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM
DaN FASILITAS SOSIAL

Pasal 6

(13 Kawasan 7 Ulu dan sckitaruya dilengkapi dengan prasarana jalan dan sungai,
dengan rincian sebagai beriku
a. Prasarana jalan cibagi dalam 3 (tiga) fungsi, terdiri atas |
13 Jalan areri alalah Jalan Jenderal A. Yani.
2) Jalan kolektor adalah Jatan KHA Azhari dan Jalan SH Wardoyo.
1) Jalan Inkal/inspeksi lingkungan.

b. Sungai yang terletak di sekitar Kawasan 7 Ulu dan Sekitarmya. terdin atas:
1) Sunga: Musi :
Sungai Musi di sepanjang batas nara kawasan ini dengar, Uaiis Sempac an
Sungai 20 meter.
2) Sungai Aur :
Lebar sungai 12 meter, GSJI 6 meter, G5B 3 meter.
3) Sungai Kenduruan :
Lebar ungai 6 meter, G8J 4 meter, GSB 3 meter.
4) Sunga' Kademangan :
1. Paca blok 1. lebar 7 meter. CSJ 4 meter, GSB 4 meter,
2. Pada blok 111, V., dan VII. lebar 7 meter, GSJ 6 meter, GSB 4 meter.

(7) Kawasan 7 Ulu dan sekitarnya dilengkapi dengan kawasen lindu.g dan cagar
budaya, sebagai berikut :
a. Kawasan Kampung Kapiten terletak di Blok 1.
b. Bangunan Kelenteng 9/10 Ulu terletak di Blok 11
Pasal 7

Tabel Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kawasan
7 Ulu dan Sekitarnva, sebagai benkut:

No. [ Kelas Jalan Nama Jaian GSJ & |
1. | Arten Jalan Jenderal A Yani 50m 10m
2. | Kolektor Jalan KHA Azhari 200m | 10 m __l
Jalan SH Wardoyo 20 m L
3. | Lokal Jalan vang terdapat dalam
= kawasan . ; il rae :l




BAE VI
KETENTUAN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 8§

Setiap kegiatan mendirikan bangunan di Kawasan 7 Ulv dan sekiarnya diawr
berdasarkan KDE sesuai dengan blok, schagai berikut:

BLOK ¥ KDB (%) 3
. TN |
11 80 B
- i 80 T
v - e
v e 80
VI Ay 80 B
VI g 60 i
[ saE 60 ]
BARB VII
PENYIDIKAN
PPasal 9

(1) Penyidikan terhadap pelanggacan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh per yiaik
schapaimana dictur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acura Pidana,

(2) Selain "enyidik Umura, Penyidik Pepawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota
diberikun kewenargan untuk melakukan penyidikan atas pelangaran I'criwaran Daer th
ini,

(3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum lidak mcngatar secara tegas
kewenaugan yang diberikanrya, make penyidik pegawai neger sipi! (PSNS) da's n
melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada aya: (2), herwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hokum ‘antang adana
dugaan tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkunean ;

b. melakukan yindikan pertama Jdan pemeriksaan pada saat itu ditemipat kejad;on:

menyuruh beriienti seorang tersangka dun memerikca tanda pengenal diri

tersangka;

melakukan penvitaan bende ata surat ;

margambil sidik jari dan memotret seseorang:

memanggil org untuk didengar dan diperiksa sebagai torsangka ataun salsi

mendaiangkan  orang ahli yang diperlukan dalam hubungennya dengan

pemeriksaan rehara;

n. meagadakan pengaentian peiyidikan setelah mendapat pettnjuk dari penyiaik
bahwa tidak terdapat cukup bakti atau peristiwa tersebut bukan mcrupakan tindaik
pidana dan sclanjutnya penydik memberitahukan hal tessebut “enada Penuniut
Uimnum, tersangxa :itau keluarpanya;

I.  mengadakan tiudalcan lair menurut hukum yang dapat dipertenggungjawabkan,

o

®mo A

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberitahul:
diraulainya penyidican dan penyampaian hesil penyidikannya kepada Penuntut Umum
sesum dengan ketertuan Undang-1/ndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aca-a
Pidana.
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BAP VIl
KFTENTUAN IMDANA
Pasal 10

(1) Pelanggaran awss ketenwan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 daa Pasal 8 Peracuren Das ah
ini, diancam dungan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan avan deda
paling banyak I'p. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Selain ketentuan pidana sebacaimand dimaksud pada ayat (1), tindak pivana yang
mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesna.
dengan perstucen perundang-undangan yarg berlaku.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adaleli pelanggaran dan tindak
pidana sebagrimana dimaksud pada ayat (2), adalah kejahata:.

BAB iX
KFTENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Terhacap prasarana lir gkungan, wilitas umum dan fasilitas sosial serna bangunan vang
sudah ada, harus disesuaikan cengan ketenthan dalam Peraturan Daerah ini /lan
dilaksanakan secara bertahap.

BAB X
PENUTU?
Pasal 12
Masa berlakunya Peraturan Dzerah ini selama 10 (sepuluh) tahun (2009-2019), dengan
ketentuan setelah 5 (lima) tahun herjalan dapat diadakan peninjauan ksm bali.
Pasal 13

Hal-hal yang scrara teknis belum diutur dalam Peraturan Daerah 'nt, akan ditetankan
lebih lanjut sepanjang mengenai peraiuran pelaksanaannya dengan Peraturan Walikcta,

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daecah ¥ omadyas Deerah
Tingkat 11 Paicmbang Nomor 4 Tahun 1980 temang Rencara lerperinci ’usat
Perdagangan llcgional Scberang Ulu Palembang serla seluruh peraturan teknis
pelaksanaannys, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Seraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mergetahninya, memerintahkan pengundunpgan Peraturan
Daerah ini, der:gan penempatarnya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 g 2009

SEKFETARIS DAERAH

Ifarwan Hasman, M. 51
LENEARAN DAERAM KOTA PALEMAR AN
TAHUN 200 A Nowmgl B




